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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  1/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang- 

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 

tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan 

dengan peraturan di bidang usaha perikanan, serta 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan perikanan, perlu meninjau 

kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik 

Operasi Kapal Perikanan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal 

Perikanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Petambak Garam  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya 

disebut SLO adalah surat keterangan yang 

menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi 

persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk 

melakukan kegiatan perikanan. 

2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya 

disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan 

penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya 

disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan 

pengangkutan ikan. 

4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang 

selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis 

yang menyatakan bahwa transmiter Sistem 

Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal 

perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan 

dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal 

perikanan. 

5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya 

disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil 

pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan 

teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO. 

6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung 

lain yang dipergunakan untuk melakukan 

penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan 

ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 

www.peraturan.go.id



2017, No.152 -4- 

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan 

penelitian/eksplorasi perikanan. 

7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan 

untuk menangkap ikan, termasuk menampung, 

menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan 

ikan. 

8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki 

palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk 

mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, 

menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan 

ikan. 

9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang 

mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. 

10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas 

daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 

penunjang perikanan. 

11. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan 

atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan 

bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau 

mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan. 

12. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau 

pelabuhan umumsebagai tempat kapal perikanan 

untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau 

keperluan operasional lainnya. 

13. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari 

awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi 

di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan 
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tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan 

Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal 

penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal 

penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) 

gros ton (GT).  

15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan 

yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT 

adalah unit kerja yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan di bidang perikanan. 

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah 

sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, 

Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung 

Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka 

penerbitan SLO. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri  ini agar 

kapal perikanan laik operasi dalam melakukan 

kegiatan perikanan. 
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